PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa lembaga kemasyarakatan defa pakekatnya merupakan mitra
pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaasyarakat
khususnya dalam mendorong, memotivasi, dan memheiptaakses
masyarakat agar lebih berperan aktif dalam peraggmholpembangunan
secara partisipatif, pelayanan publik, pelaksandamokratisasi, dan
mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparapsinyelenggaraan
pemerintahan desa,;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan PemerintahoN72 Tahun
2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam N8ganor 5 Tahun
2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakataka
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Talif0 2entang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, sudak s$esuai
dengan peraturan tersebut sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimpkdgadhuruf a dan
hurf b di atas serta untuk melaksanakan ketentumsalP97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentarsg ban Pasal 31
ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5uRaB007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka menibentuk
Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakataam ddasabupaten

Kendal;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195@iatey Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawaaresebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun5 l@#itang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l Batang dengangdleah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan aBakxerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengamagan Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahanlagan Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petukem Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istoorie@hun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indam&smor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pataban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nd26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) gagbwana telah
diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang &2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NomofaB2in 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepuidonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rkgaotdonesia
Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tenRemgetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 #landari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Tirmendgah / Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 terRangasan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Rdpuidionesia Tahun
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubdi@ni@sia Nomor
3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tenkegp (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,bdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 terRaxdgman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dlaendtaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambalembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenamgbagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerahinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Nedepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembarayarddeRepublik
Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentarmgd3ahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Peguwnudangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 T&0@6 tentang Tata
Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun WargKadupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 20661or 4 Seri E
No.3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 M&006 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantka Pemberhentian
Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala de&abupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 208f6or 13 Seri
E No.8);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 T280# tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilipang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendaib@mn Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.&mBahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN KENDAL.



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.
Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat IDaetzagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupatenakend

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati hdklkpala Daerah

Kabupaten Kendal.

Lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya kisih¢{D adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dekegfamuhan dan

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayasayarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merbéitas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengkepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul danistidaat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintdd@gara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan uruseagrim@iman oleh
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dangatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasadal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatianda sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangiatsdbagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatagyarakat secara aktif

dalam proses perencanaan pembangunan.

. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan prosgéisaben sosial ke

arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakatedala bidang di

desa.

10.Peraturan desa adalah peraturan perundang-undgaggndibuat oleh

badan permusyawaratan desa bersama kepala desa.



11.Rukun warga yang selanjutnya disingkat RW adalafiamadari kerja
Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentukalunel
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yargtapkan oleh

pemerintah desa.

12.Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT ad&afbaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempaandatangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yangppitiée oleh

Pemerintah Desa.

13.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kellzesa yang
selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembagmakgaratan
sebagai mitra kerja pemerintah desa dan organisasiasyarakatan
lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, peasmac pelaksana,
pengendali, dan penggerak pada masing-masing perpamerintahan

untuk terlaksananya program PKK.

14.Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluargp sgdanjutnya
disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dglambangunan
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelojaadhari, oleh, dan
untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yaegman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakapdéin berbudi
luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaitaa keadilan gender

serta kesadaran hukum dan lingkungan.

15.Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjdisiypgkat LKMD
atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yangjusaja
disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang tlilkestas prakarsa
masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam mpemg dan
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dlanb

pembangunan.

16.Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yangpakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkgnates dasar
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari,, @ah untuk
masyarakat terutama generasi muda di wilayah desakamunitas adat
sederajat dan terutama bergerak di bidang usahgakésraan sosial,
yang secara fungsional dibina dan dikembangkan d@epartemen

Sosial.



17.Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baig yangaja
dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuhbdakembang di
dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyanakam adat
tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas hakaylan di dalam
hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenangk umengatur,
mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasaladtadupan yang
berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat daomhwddat yang
berlaku.

18.Camat adalah kepala wilayah kerja kecamatan sehengair perangkat
daerah.

19.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dair§jRD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dadenyepenggaraan

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraipghan desa.

20.Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyedeagg
Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung mie$yarakat desa

setempat melalui proses pemilihan Kepala Desa.

21.Perangkat Desa adalah sekretaris desa dan perategatainnya yang
terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknisarigpn dan unsur
kewilayahan.

BAB 11
TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian K esatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Pada masing-masing desa yang berada di Daerahdibpatuk LKD.

(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayaliléklikan atas
dasar prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsganadeat yang
difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau pertari desa melalui

proses musyawarah dan mufakat.



Bagian Kedua
Persyaratan dan M ekanisme Pembentukan

Pasal 3

(1) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pgsatl2 ayat (2)
ditetapkan dalam peraturan desa.

(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat hétus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. apabila diprakarsai oleh masyarakat paling sedikitus didukung
oleh 1/5 jumlah RT yang ada di desa dan tersebda panimal 2
(dua) dusun atau RW;

b. apabila diprakarsai masyarakat yang difasilitaholpemerintah
daerah dan/atau pemerintah desa, paling sedikishdidukung oleh
1/5 jumlah RT yang ada di desa dan tersebar padanaidi 2 (dua)
dusun atau RW;

c. diusulkan oleh masyarakat kepada kepala desa;
d. diusulkan oleh kepala desa kepada BPD;dan

e. mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 4

(1) Mekanisme pembentukan LKD sebagaimana dimakildm Pasal 3

ayat (1), diatur sebagai berikut:

a. atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsaraied yang
difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau perteri desa,

diadakan rapat/musyawarah masyarakat untuk meoibeRD;

b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayadildporkan
dan diusulkan kepada kepala desa untuk dibentuk;LKD

c. berdasarkan hasil laporan dan usulan sebagaimanakslid pada
huruf b, kepala desa meneliti dan mengkaji lapodam usulan
tersebut;



d. untuk memperoleh data yang akurat, kepala desat aaplakukan
pengecekan lapangan atas laporan dan usulan selaagadimaksud

pada huruf b;

e. kepala desa mengirimkan surat permohonan berkaitamgan
pembentukan LKD yang diusulkan tersebut kepada &KeB&D,
dengan dilampiri rancangan peraturan desa tentargbéntukan
LKD;

f. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksiadhpiruf e,

BPD menyusun jadwal rapat pembahasan; dan

g. Setelah jadwal rapat ditetapkan, BPD mengundangl&eafesa untuk

membahas Rancangan Peraturan Desa tentang PenarebKiR.

(2) Mekanisme rapat pembahasan dan persetujuaiRatesangan Peraturan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufiladgguklan sesuai

dengan tata tertib rapat BPD.

Pasal 5

(1) Apabila rancangan peraturan desa sebagaimana slichalalam Pasal 4
ayat (1) huruf e dan huruf g disetujui oleh BPD delah diundangkan
dalam Berita Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hagarj& setelah
diundangkannya peraturan desa tersebut, kepala desa

memberitahukannya kepada masyarakat yang mempaakars

(2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dapatkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (&pyamakat
mengadakan musyawarah dan mufakat untuk menindaklan

pembentukan LKD dimaksud dan sekaligus memilih peung LKD.



BAB 111

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6

Maksud pembentukan LKD sebagaimana dimaksud daksalR2 ayat (1)
adalah :

a. sebagai upaya memelihara dan melestarikan nilai-nil
kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran sertayanakat
secara optimal guna membantu kelancaran penyelE®@ga
pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, peiabinaan

kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan beynaes,

b. sebagai upaya mendukung kelancaran tugas kepala datam
pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, \aalesan,
pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;

c. sebagai upaya membantu pemerintah desa dalam peeay
pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yangmbpert pada
masyarakat; dan

d. sebagai upaya mendorong, memotivasi, dan menciptaikses
masyarakat agar lebih berperan aktif dalam peraghojpembangunan,
pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, danwupudkan
efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelarggn pemerintahan
desa.

Pasal 7

Tujuan pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalasal2 ayat (1)

adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraasyarakat desa

melalui:

a. peningkatan pelayanan masyarakat;

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembamguen
pemerintahan;

C. pengembangan kemitraan;

d. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan

e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutdbhan kondisi
masyarakat desa setempat.
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BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

(1) LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pueyai tugas

membantu pemerintah desa dan merupakan mitra paatedesa dalam

memberdayakan masyarakat desa.

(2) Tugas LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ntelipu

a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memeeliltan

mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotmyang dan

swadaya masyarakat; dan

d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat datargka

pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dzdesal 8, LKD

mempunyai fungsi :

a.

b.

penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakan gaiabangunan;

penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesaasyarakat
dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Reputdinkesia;

peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan paaterkepada

masyarakat;

. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarianetdgermpbangan hasil-

hasil pembangunan secara partisipatif;

penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, pastisgrda swadaya

gotong royong masyarakat;

penggalian, pendayagunaan, dan pengembangan pciembier daya

alam serta keserasian lingkungan hidup;

. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluamga

. pemberdayaan hak politik masyarakat.
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Pasal 10

LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)pueyai kewajiban :

1.

2.

membina kerukunan hidup dan kegotong royongan warga
melaksanakan keputusan musyawarah anggota;

melaporkan secara tertulis hal-hal yang terjadindisyarakat yang
dianggap perlu kepada kepala desa untuk mendapadkeelesaian;

ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga;

membantu merencanakan dan melaksanakan pembangjudesa yang
bersangkutan;

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gearbhangunan;

. melakukan upaya penanaman dan pemupukan rasa uaersa@an

kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negasatuan
Republik Indonesia;

meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan riteate kepada
masyarakat;

. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian darempbaggan hasil-

hasil pembangunan secara partisipatif;

10.menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsasipasti serta

swadaya gotong royong masyarakat;

11.menggali, mendayagunakan, dan mengembangkan pciem&er daya

alam serta keserasian lingkungan hidup;

12.memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan galudan

13.memberdayakan hak politik masyarakat.

BAB V
JENISLKD
Pasal 11

Jenis LKD terdiri dari :

a.
b.

LPMD/LKMD;

Lembaga adat;

c. TP PKK desa;
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d. RT/RW;
e. Karang taruna;dan

f. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Pasal 12

LPMD/LKMD atau sebutan nama lain sebagaimana diothldalam Pasal
11 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangsecara
partisipatif, ~menggerakkan swadaya gotong royong syanakat,

melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 13

LPMD/LKMD atau sebutan nama lain dalam melaksanakaigas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungs

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakan ga&iabangunan;

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatsyarakat
dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Reduabltkhesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan peaterkepada
masyarakat.

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dgerpkbangan hasil-
hasil pembangunan secara partisipatif;

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, pastjspaa swadaya
gotong royong masyarakat ; dan

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensesuaya alam

serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 14

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasalrafl hsmempunyai
tugas untuk membina dan melestarikan budaya danh iatladat serta

hubungan antartokoh adat dengan pemerintah desa.
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Pasal 15

Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagainmaa&sdd dalam

Pasal 14, mempunyai fungsi :

a.

penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi rakayakepada
Pemerintah desa serta menyelesaikan perselisihag weenyangkut
hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaayarakat;
pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adataistdan
kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka mesyperfiudaya
masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalamunjaeg
penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pgunmidan dan
pembinaan kemasyarakatan; dan

penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonés @gyektif antara
kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemwatadadgan aparat

pemerintah desa.

Pasal 16

(1) Tim Penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud dadaail P1 huruf ¢

mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan nkarupaitra

dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahterhenda

(2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksda ayat (1)

meliputi :

a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengah Rakerda
Kabupaten ;

b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yaegadiati;

c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKKuDufW,
RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiaigitakeyang
telah disusun dan disepakati;

d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potersianakat,
khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahtetednarga
sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluatgarga yang
mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam aipagncapai
keluarga sejahtera;

f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pe&ksa

program kerja;
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g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instaasg \berkaitan
dengan kesejahteraan keluarga di desa;

h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim PenggétEkK
Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pemy&im
Penggerak PKK setempat;

i. melaksanakan tertib administrasi; dan

J. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyaifiiom
Penggerak PKK setempat.

Pasal 17

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugasgaebana

dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar dan mampu
melaksanakan program PKK; dan

b. fasilisator, perencana, pelaksana, pengendali, pamnbtan pembimbing
Gerakan PKK.

Pasal 18

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruémpunyai tugas

membantu pemerintah desa dalam penyelenggarasamysaserintahan.

Pasal 19

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakdath Pasal 18

mempunyai fungsi :

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administesiermtahan
lainnya;

b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukumulamp laintarwarga;

c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunaganden
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyadakat

d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasiyarasat di
wilayahnya.



Pasal 20

15

Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasalirit é mempunyai

tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteossal terutama yang

dihadapi generasi muda, baik yang bersifat prelyemtnabilitatif, maupun

pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya

Pasal 21

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaidiaraksud dalam

Pasal 20 mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masstara

penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutamaagemeuda di

lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan rateraserta

berkesinambungan;

muda di lingkungannya;

. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewiraasabagi generasi

penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkarad&em

tanggung jawab sosial generasi muda;

penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaea,

kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan mempeanKkaganilai kearifan

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapatgemebangkan

tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, tifieadukatif, ekonomis

produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mgadanakan segala

sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkumga secara

swadaya,;

penyandang masalah kesejahteraan sosial;

. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasialsdagi

penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja samégrmasi dan

kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalalaiyang aktual,

pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan

penyalahgunaan obat terlarang ( narkoba ) bagijeeman

kemakal

j
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|. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik sepaexentif,
rehabilitatif ~dalam rangka pencegahan  kenakalan aj@&m

penyalahgunaan obat terlarang ( narkoba ) bagijeema

Pasal 22

LKD lainnya di desa sebagaimana dimaksud Pasalutdf fh yang diakui
oleh masyarakat ditetapkan dalam peraturan desgaddmerpedoman pada
Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Susunan Pengurus
Pasal 23

(1) Pengurus LKD dipilih dari, oleh, dan untuk masyaitak

(2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat ¢l haemenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia yang telah bertiédua puluh
satu) tahun pada saat pemilihan pengurus LKD ataahs pernah

menikah;
b. tercatat sebagai penduduk setempat;

c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalsaya

mempercepat kesejahteraan masyarakat;dan

d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 24
(1) Pengurus LKD paling sedikit terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;dan

d. Bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
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(2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayatikiljkuhkan dan

dilantik oleh kepala desa.

(3) Masa bakti pengurus LKD selama 5 (lima) tahemhitung sejak
pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk perioerikutnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan lglmmpengurus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikaranémiputuhan dan
diatur dalam peraturan kepala desa yang berpedqrada Peraturan

Bupati.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 25

Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasallargrdy:
a. merangkap jabatan pada LKD lainnya;

b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompskarakat, dan

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat |

c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menetiiguag, barang, dan
atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengareputkisan atau

tindakan yang akan dilakukannya;
d. menyalahgunakan wewenang; dan / atau

e. melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 26

(1) LKD desa mempunyai tugas pokok membantu piemadér desa.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, LKD berkedudus@pagai mitra
pemerintah desa dalam rangka mempercepat kese@jahtarasyarakat
desa.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewaplgan LKD

bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.
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(4) Untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitaglan transparansi
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKD, persguLKD
menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, fudagsikewajiban
LKD tersebut kepada BPD dan kepala desa palingisdd{satu) kali

dalam setahun.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 27

(1) Hubungan kerja antara LKD dengan pemerintahan desesifat

kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja antara LKD dengan LKD lainnya di add®ersifat

koordinatif dan konsultaitif.

(3) Hubungan kerja antara LKD dengan pihak ketiga dsad®ersifat

kemitraan.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 28
Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari :
a. swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ataugafany

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerimdakrah, dan

Pemerintah Daerah lainnya;dan

e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
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BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dan camat wajib membina dan mesgaKD.

(2) Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksial gyat (1)

meliputi:

a.
b.

e.

f.

g.

memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembaKgan

memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangun

partisipatif;
menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untokipagan dan
pengembangan LKD;

. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasalssnaan serta

pemberdayaan LKD;
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelengdaf&an
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan LKD; dan

memberikan penghargaan atas prestasi yang dilataah#D.

(3) Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dihpeda ayat (1)

meliputi:

a.

memfasilitasi penyusunan peraturan desa yang ankalengan
LKD;

memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kéaajLKD;

memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunisieif ;

. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ;

memfasilitasi kerja sama antar LKD dan kerja samf® Ldengan

pihak ketiga ;

memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kep&d; dan

. memfasilitasi  koordinasi unit kerja pemerintahan lada

pengembangan LKD.
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BAB XI
PEMBUBARAN
Pasal 30

(1) Dalam hal LKD tidak dapat melaksanakan dan/atauyimgrang dari
tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ®adah Pasal 10,

maka LKD tersebut dapat dibubarkan.

(2) Pembubaran LKD sebagaimana dimaksud pada ayatlékukin oleh
kepala desa berdasarkan prakarsa dan hasil musfawarfakat

masyarakat dan mendapatkan persetujuan BPD.

(3) Pembubaran LKD sebagaimana dimaksud pada ayat i(@japkan

dengan Peraturan Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran LKD gaimaana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengaatyran desa yang

berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XI1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah inkanoaganisasi dan
lembaga masyarakat desa yang telah ada sebelumkiogyh Peraturan
Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjanaktigertentangan dengan

Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

(1) Khusus untuk RT/RW yang telah ada sebelum berlakupgraturan
Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Tugas, fungsi, kewajiban, pembentukan, pengurus) Hatentuan
lainnya mengenai RT/RW dilaksanakan sesuai dengeasitiRran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tataa Ca
Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di kaboupg<endal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomm&8eri E
No.3).
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BAB XI1I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah irkarR&raturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000 tentang Petuk&n Lembaga
Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaedal Nomor 20
Tahun 2000 Seri D No. 19) dicabut dan dinyatakaaktberlaku.

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggald#ingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintaljengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalambdram Daerah

Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 17 Juni 2008

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

Cap. ttd
SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 17 Juni 2008
SEKRETARISDAERAH

KABUPATEN KENDAL

Cap. ttd
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN KENDAL TAHUN 2008
NOMOR 7 SERI D NO. 1
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Lembaga Kemasyarakatan Desa pada hakekatnya marupaktra kerja
Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdagaayarakat khususnya dalam
mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses nastaagar lebih berperan aktif dalam
pengelolaan pembangunan secara partisipatif, peaypublik, pelaksanaan demokratisasi,
dan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transpsirpenyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada sisi lain untuk meningkatkan peran serta makyh desa dalam
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemlikeassyarakatan serta memelihara
nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluamgaserta meningkatkan pemberdayaan

masyarakat, maka di desa perlu dibentuk Lembagaakganakatan Desa ( LKD ).

LKD yang dapat dibentuk di desa meliputi Rukun Thga, Rukun Warga,
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karangndadan Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan MaslyBxeda lainnya.
Fungsi LKD sebagaimana tersebut di atas adalah :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat g@iabangunan;

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesaasyarakat dalam rangka

memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Reatekepada masyarakat;

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian damgembangan hasil-hasil

pembangunan secara partisipatif;

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, pastisgrda swadaya gotong royong

masyarakat;

f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potenises daya alam serta keserasian

lingkungan hidup;

g. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keldama
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h. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Noriofahun 2005 tentang
Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor if&@®07 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah &oupgendal Nomor 19 Tahun
2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakalzesdi (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 19 Tahun 2000 Seri D No. 19), suddhAktisesuai dengan peraturan tersebut
sehingga perlu diganti.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1)uP@naPemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa, pengaturan Lembaga Kema&ayan, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “dapaemtiik” adalah didasarkan
pada pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersahgat
dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuanniss,je
bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan begab

yang sudah ada.

Ayat (2) . Cukup jelas.
Pasal 3 . Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 Hurufa : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas.

Hurufc : Yang dimaksud dengan “pengembangan tkeam” adalah
mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan,
saling percaya dan saling mengisi.

Hurufd : Cukup jelas.

Hurufe : Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) Hurufa : Yang dimaksud dengan “menyusemcana pembangunan
secara patrtisipatif” adalah proses perencanaan goeyuban
yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama

kelompok masyarakat miskin dan perempuan.



Huruf b

Huruf ¢

Huruf d

Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23 Ayat (1)
Ayat (2) Huruf a
Huruf b

Huruf ¢
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: Yang dimaksud dengan “melaksanakan, geedalikan,
memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan
pembangunan secara partisipatif’” adalah denganbatkén
masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertagggwab
untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi maksara

serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

: Yang dimaksud dengan “ menggerakkan dangeambangkan

partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakddlah
menumbuhkembangkan dan penggerakan prakarsa,pzsiis
serta swadaya masyarakat yang dilakukan oleh kader
pemberdayaan masyarakat.

: Yang dimaksud dengan “ menumbuhkembangkandisi
dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya keimnizm
masyarakat.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan “ mempunyai kemaaaalah minat
dan sikap seseorang untuk melakukan suatu kegitagan

sukarela.



Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 39
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34

Huruf d
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Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesaddaan a
keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampua
bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau saranandserial
lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau
perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifatsiks,
pribadi, dan strategis dengan ciri keterkaitanngigian dan
aksi untuk melakukan suatu kegiatan.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
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